REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI KABUPATEN BIREUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM by Setiawan, Theresita Herni
1Theresita HS. dan Aryo A.,,  Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Korban Bencana...
1
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN KORBAN BENCANA
GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI KABUPATEN BIREUN PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Theresita Herni Setiawan
adalah dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
e-mail : herni@home.unpar.ac.id
Aryo Adhianto
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
njuklan@yahoo.com
ABSTRAK
Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tanggal 26
Desember 2004, disusul bencana gempa bumi di wilayah Kepulauan Nias tanggal 28 Maret 2005, mengakibatkan
lebih dari seratus ribu orang meninggal dan lebih dari delapan ratus ribu jiwa mengungsi dari daerah tersebut.
Kerusakan hebat terjadi pada infrastruktur dan perumahan sehingga aktifitas masyarakat dan penduduk setempat
mengalami kelumpuhan dalam berbagai bidang kehidupan.  Oleh karenanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
harus dilaksanakan segera agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi dari desanya dapat
kembali menempati rumah tinggal yang layak huni dan tahan bencana. Penelitian ini mengkaji usulan bangunan
rumah tinggal layak bagi masyarakat NAD dengan memperhatikan Faktor Ketentuan Bangunan (Building
Code) yang berlaku, dengan melakukan pemetaan kondisi masyarakat dan pendataan kerusakan yang terjadi di
kabupaten Bireun yang menduduki urutan ke-3 jumlah penduduk terbesar di provinsi NAD. Hasil penelitian
menunjukkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman dengan rumah tinggal tipe
36 memenuhi building code setempat.
Kata kunci : rumah tinggal, building code.
PENDAHULUAN
Bencana gempa bumi dan gelombang
tsunami di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) tanggal 26 Desember 2004, disusul
bencana gempa bumi di wilayah Kepulauan Nias
tanggal 28 Maret 2005, mengakibatkan lebih dari
seratus ribu orang meninggal dan lebih dari
delapan ratus ribu jiwa mengungsi dari daerah
tersebut.
Kerusakan hebat terjadi pada infrastruktur
dan perumahan sehingga aktifitas masyarakat
dan penduduk setempat mengalami kelumpuhan
dalam berbagai bidang kehidupan.
Dalam tahun ketiga setelah bencana ini
terjadi, berbagai penanganan darurat dan pemu-
lihan kehidupan dan penghidupan telah dilaku-
kan. Tulisan ini bertujuan menganalisis
penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di
bidang perumahan dan permukiman yang dilak-
sanakan dengan asas efisiensi, efektifitas, dan
akuntabilitas sesuai dengan kebutuhan lokal dan
memenuhi building code setempat.
DASAR TEORI
Penataan Ruang Kawasan Pemukiman
dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe
Aceh Darussalam diharapkan bisa mudah,
sederhana, cepat, dan murah dalam implemen-
tasinya. Pendekatan yang digunakan adalah
perencanaan partisipatif dimulai dari penataan
skala lingkungan (area based) yang mengacu
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pada rencana ruang kota sebelum bencana,
penataan dan penyiapan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan upaya
peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan
pemukiman melalui penataan ulang (revitalisasi)
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Kabu-
paten (RTRWK/Kab) dengan memperhatikan
zona bencana, kawasan konservasi, dan
aksesibilitas.
Penataan ruang dalam pengembangan kota
dan kabupaten mencakup tiga proses utama
yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Ketiga proses ini berjalan sebagai suatu siklus
yang berkesinambungan dalam suatu mana-
jemen tata ruang yang bertujuan meningkatkan
kualitas lingkungan hidup dan manusianya.
Building code adalah panduan rancang
bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana
program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana inves-
tasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan. Tujuan
panduan ini adalah mewujudkan bangunan rumah
tinggal dan bangunan non-rumah tinggal yang
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dan
memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.
Ketentuan khusus bidang tata ruang yang ada
dalam building code provinsi NAD mengacu
pada Kebijakan Struktur dan Pola Pemanfaatan
Ruang Provinsi NAD dalam Dokumen Rencana
Induk Rekonstruksi Wilayah Aceh, Nias, dan
Sumatera Utara.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
perumahan ini didukung oleh sumber dana Ang-
garan  Pendapatan Belanja Negara (APBN),
dana swasta (Bank Pelaksana, Jamsostek,
Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit,
dana masyarakat sendiri, Bank Dunia melalui
anggaran Urban Poverty Project (UPP), Asian
Development Bank (ADB) melalui Neigh-
borhood Upgrading and Shelter Sector
Project (NUSSP), yang disalurkan melalui
koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota
sesuai aspirasi masyarakat lokal dan dilaksana-
kan dengan mengikuti standar perumahan dan
pemukiman yang berlaku.
BUILDING CODE PROVINSI NANG-
GROE ACEH DARUSSALAM ZONA II
1. PERSYARATAN TEKNIS TATA BA-
NGUNAN DAN LINGKUNGAN
Building code perumahan di provinsi NAD
lebih membatasi:
Aspek normatif-kualitatif, dimana sangat
dipengaruhi adat, budaya, dan kebiasaan
yang tidak terukur, berdasar pengalaman
masyarakat setempat dan kesempatan
mengembangkan diri di masa akan datang.
Aspek keterbukaan, dimana para arsitek diberi
kesempatan luas untuk berperan dalam
menentukan perkembangan arsitektur
bangunan sesuai perilaku budaya yang telah
dilakukan oleh masyarakat NAD selama ini.
Aspek kuantitatif, dimana hal-hal yang bersifat
khusus perlu mengacu pada dokumen-doku-
men standar yang lain yang relevan.
Aspek partisipatif, dimana didasarkan keyakinan
dan kemampuan masyarakat untuk mem-
bangun dan mengembangkan rumah tinggal
secara swadaya dan mandiri.
Batasan lain yang diberikan dalam building
code rumah tinggal di provinsi NAD adalah:
aspek penataan ruang dalam, aspek penataan
massa bangunan, dan aspek kenyamanan,
keselamatan, dan keamanan.
Peruntukan Lokasi dan Intensitas Bangunan
Gedung di provinsi NAD didasarkan pada arahan
zona berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi
akibat bencana gempa bumi dan gelombang
tsunami, yaitu :
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1. Zona I: adalah zona dengan tingkat kerusa-
kan hancur total, dengan arahan peruntukan
bangunan untuk permukiman nelayan ter-
batas, permukiman pedesaan terbatas pada
kawasan budidaya pertanian, serta bangu-
nan-bangunan yang mendukung kegiatan
hutan produksi, pertambangan, pariwisata
pantai, kawasan lindung pantai, pelabuhan,
industri perikanan, dan cagar budaya, dengan
arahan Kepadatan Bangunan Sangat
Rendah.
2. Zona II: adalah zona dengan tingkat kerusa-
kan hanya terjadi pada struktur bangunannya
dengan arahan peruntukan bangunan untuk
permukiman nelayan dan petani terbatas,
dengan arahan Kepadatan Bangunan
Rendah.
3. Zona III: adalah zona dengan tingkat kerusa-
kan ringan, dengan arahan peruntukan
permukiman, bangunan komersial, fasilitas
pendidikan, kesehatan, ibadah, perdagangan,
sosial dan pemerintahan dengan skala gam-
poeng / kelurahan dan kecamatan, dengan
arahan Permukiman Kepadatan Sedang.
4. Zona IV: adalah zona yang tidak mengalami
kerusakan, dengan arahan peruntukan
permukiman, bangunan komersial, fasilitas
umum dan pemerintahan dengan skala kota,
dengan arahan Permukiman Kepadatan
Tinggi.
Untuk kabupaten / kota yang belum ditetap-
kan zona-nya, maka peruntukan lokasi dan
intensitas bangunan gedung mengikuti ketentuan
RTRWK/Kab bersangkutan dan untuk kabupa-
ten / kota yang belum ditetapkan zona-nya dan
belum memiliki RTRWK/Kab, maka peruntukan
lokasi dan intensitas bangunan gedung mengikuti
kesepakatan daerah bersangkutan.
Pada kawasan lindung tidak boleh dibangun
bangunan rumah tinggal baik pada zona I, zona
II, zona II, dan zona IV kecuali :
1. Bangunan penelitian, bangunan arkeologi
keamanan dan militer, navigasi, pemeliharaan
tambak dan perikanan., gedung arkeologi,
fasilitas pelabuhan, pembangkit energi, dan
industri pariwisata pantai, pada zona I.
2. Bangunan arkeologi untuk keamanan dan
mitigasi, pada zona II, zona III, dan zona IV.
Persyaratan Tampilan Bangunan di provinsi
NAD adalah sebagai berikut:
1. Penampilan bangunan gedung dirancang
sesuai kaidah estetika bentuk,  karakter
arsitektur, dan keserasian lingkungan yang
ada di sekitarnya.
2. Penampilan bangunan gedung di kawasan
cagar budaya dirancang dengan  memper-
timbangkan kaidah kelestarian.
3. Penampilan bangunan gedung yang didirikan
berdampingan dengan bangunan gedung
yang dilestarikan dirancang dengan mem-
pertimbangkan kaidah estetika bentuk dan
karakter arsitektur.
4. Bangunan gedung yang didirikan dirancang
berdasarkan ciri tradisi setempat diantaranya:
· Pola struktur rumah panggung khas Aceh
daerah pesisir dan bangunan rumah di atas
tanah.
· Pemakaian ornamentasi budaya lokal
Aceh.
· Bentuk atap pelana dan variannya
· Arah hadap bangunan disesuaikan dengan
budaya Aceh dan kaidah Islam.
· Tata letak ruang bercirikan budaya lokal
dan urutan ruang berdasarkan fungsi, juga
mempertimbangkan keselarasan, kesera-
sian, keseimbangan dengan lingkungan.
· Pola bukaan pintu disesuaikan dengan
kaidah Islam (langkah kaki saat masuk
atau keluar ruamh).
· WC sedapat mungkin tidak menghadap
barat-timur (menghadap- membelakangi
kiblat)
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· Pemakaian warna seluruh bagian bangu-
nan gedung diupayakan mudah perawa-
tan dan pembersihan sebagai cermin pola
hidup sehat rakyat Aceh yang mencirikan
kaidah Islam didalamnya.
5. Bangunan gedung modern dengan penerapan
elemen tradisional diantaranya ragam hias
tradisional yang bersifat ornamentasi tem-
pelan atau ornamentasi teknologi konstruksi
dengan material modern pada bagian tertentu
bangunan, seperti kolom, pintu dan jendela,
sebagian dinding, dan sebagainya sehingga
penempatan sesuai dengan nilai yang dikan-
dungnya.
Peruntukan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan
a. Fungsi
Lahan:
· Permukiman nelayan dan petani terbatas.
· Tidak disarankan untuk kegiatan komer-
sial atau kegiatan sosial lainnya terutama
untuk daerah yang mempunyai jarak 5 km
dari garis pantai.
· Sistem drainase yang handal terutama
pada daerah dengan kemiringan (< 8 %).
(Peraturan Bangunan Nasional SNI Tata
Cara Perencanaan Kawasan Perumahan
di Perkotaan)
Bangunan pada Kawasan Lindung:
· Tidak boleh ada bangunan rumah tinggal.
· Non-rumah tinggal; bangunan arkeologi
untuk keamanan dan mitigasi.
Bangunan pada Kawasan Budidaya:
· Permukiman kepadatan rendah dengan
persyaratan bangunan dan lingkungan
ketat.
· Non-rumah tinggal; bangunan komersial
skala rumah tangga, pendidikan, sosial dan
budaya terbatas untuk kebutuhan lingku-
ngan, untuk keamanan, pemeliharaan
tambak, bangunan air, bangunan pompa,
gardu pembangkit energi dan navigasi.
· Daerah aliran sungai dan cekungan
daratan dengan sempadannya dilarang
dibangun.
b. Klasifikasi bangunan




a. Luas hunian untuk setiap orang
· Kebutuhan minimal adalah 9 m2 / orang.
b. Luas persil (m2) per unit bangunan
· Luas persil / minimal rumah tinggal yang
dihuni oleh 3-4 orang adalah 90 m2 dengan
lebar minimal 6 m.
· Luas persil / minimal bangunan non-rumah
tinggal menyesuaikan standar kebutuhan
masing-masing klas bangunan.
c. Luas lantai bawah bangunan terhadap luas
lahan (KDB)
· Rumah tinggal: 15-30 % luas persil.
· Non-rumah tinggal: maksimal 50 % luas
persil.
d. Luas seluruh lantai bangunan terhadap luas
lahan (KLB)
· Rumah tinggal: maksimal 0,6
· Non-rumah tinggal: sesuai standar yang
ditetapkan.
e. Ketinggian maksimal-minimal bangunan
· Terhadap keamanan: sesuai keinginan
struktur dan bahan bangunan yang digu-
nakan, ketahanan terhadap gempa dan
keamanan terhadap angin, dan jalur
penerbangan.
· Terhadap keselamatan: menjamin keama-
nan terhadap bahaya kebakaran, gemba,
dan bencana lainnya.
· Terhadap kesehatan:
o Rumah tinggal: ketinggian langit-langit
minimal = 2,4 m, kecuali bangunan yang
dindingnya terbuka termasuk lantai
panggung.
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o Non-rumah tinggal: ketinggian langit-langit
minimal = 2,7 m, kecuali bangunan yang
dindingnya terbuka termasuk lantai
panggung.
(Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan
Sederhana Tidak Bertingkat)
· Terhadap daya dukung lahan:
o Mempertimbangkan optimasi intensitas
bangunan.
o Mempertimbangkan keserasian bangu-
nan dengan lingkungan.
o Memenuhi persyaratan ekologis yang
ditetapkan untuk luasan tertentu.
Garis Sempadan Bangunan
a. Garis sempadan bangunan pada klas jalan
lingkungan perumahan besar, sedang, dan
kecil.
· Rumah tinggal dan non-rumah tinggal
besar (> 450 m2):
· Sempadan muka minimal 8 m
· Sempadan samping minimal 4 m
· Sempadan belakang minimal 5 m
· Rumah tinggal dan non-rumah tinggal
sedang (> 200 m2):
· Sempadan muka minimal 5 m
· Sempadan samping minimal 3 m
· Sempadan belakang minimal 3 m
· Rumah tinggal dan non-rumah tinggal
kecil (> 90 m2):
· Sempadan muka minimal 3 m
· Sempadan samping minimal 2 m
b. Garis sempadan bangunan terhadap batas-
batas persil / sendiri dan lingkungannya.
· Rumah tinggal:
· Persil kecil minimal 1 m jika atap samping
tanpa teritisan dan 1,5 m jika atap samping
menggunakan teritisan.
· Persil sedang dan besar minimal 2 m.
· Non-rumah tinggal:
· Bangunan dengan tinggi < 8 m = 3 m,
bangunan dengan tinggi > 8 m = ½ tinggi
bangunan dikurangi 1 m.
· Jarak massa / blok bangunan satu lantai
minimal 4 m.
· Jarak massa / blok bangunan dengan
bangunan sekitarnya yang berbeda persil
minimal 6 m dan 3 m dengan batas persil.
· Bangunan berdampingan tidak sama
tinggi, jarak minimal antar banguanan =
(½ tinggi bangunan A + ½ tinggi bangunan
B) / 2) - 1 m.
(Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan
Sederhana Tidak Bertingkat)
c. Garis sempadan bangunan berdasarkan klas
jalannya.
· Rumah tinggal dan non-rumah tinggal:
· Jarak as terhadap rumah maupun pagar
halaman.
· Sesuai Qanun tentang syarat Konstruksi
Bangunan masing-masing Kota / Kabu-
paten.
· Garis pondasi pagar terluar yang berba-
tasan dengan jalan = batas terluar rencana
jalan.
· Tinggi pagar yang berbatasan dengan
jalan ditentukan oleh keputusan Kepala
Daerah.
· Garis lengkung pagar di sudut persim-
pangan jalan = ukuran radius / serongan /
lengkungan sesuai kelas persimpangan
jalan.
· Bagai jalan yang lebarnya > 20 m, titik
sudut garis lengkung pagar = 10 m dari
garis sempadan pagar ke tengah jalan.
· Garis sempadan denah teras terluar, yang
sejajar dengan arah jalan di sekeliling
bangunan = ½ lebar rencana jalan
dikurangi maksimal 2 m dan tidak
melewati garis pondasi pagar terluar.
(Kepmen PU 441/KPTS/1998)
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d. Garis sempadan bangunan terhadap jalan rel,
jaringan listrik tegangan tinggi.
· Rumah tinggal non-rumah tinggal:
· Berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM55 / 2002
yang disesuaikan dengan kondisi NAD.
· Berdasarkan PUIL 2000 (jarak ke kiri
dan ke kanan dari tegangan tinggi (70KV
ke atas) sejauh 25 m) dan SNI 04 6918-
2002 SUTT dan SUTET.
e. Garis sempadan bangunan pada kawasan
pinggir sungai berdasarkan klas sungainya.
· Rumah tinggal dan non-rumah tinggal:
· Sungai bertanggul di luar kawasan
perkotaan minimal 5 m dari luar kaki
tanggul.
· Sungai bertanggul di kawasan perkotaan
minimal 3 m dari luar kaki tanggul.
· Sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan untuk Sungai Besar (luas
pengairan > 500 km2) dan Sungai Kecil
(luas pengairan < 500 km2) ditentukan
setiap ruas sesuai perhitungan teknis
daerah pengairan.
· Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan kedalaman < 3m minimal 10
m dari tepi sungai, kedalaman 3-20 m
minimal 15 m dari tepi sungai, kedalaman
> 20 m minimal 30 m dari tepi sungai.
(Permen PU 63/PRT /1993)
f. Garis sempadan bangunan pada kawasan
pesisir, lahan peresapan air dan kawasan
lindung lainnya:
· Rumah tinggal dan non-rumah tinggal:
· Tidak menggusur RTH dan diluar
kawasan lindung yang ditetapkan masing-
masing daerah.
g. Garis sempadan bangunan pada tepi danau,
waduk, mata air, dan sungai yang terpenga-
ruh pasang-surut air laut.
· Danau dan waduk minimal 50 m dari titik
pasang tertinggi ke arah darat.
· Mata air minimal 200 m di sekitar mata
air.
· Sungai terpengaruh pasang-surut air laut
minimal 100 m dari tepi sungai untuk jalur
hijau.
(Permen PU 63/PRT/1993)
h. Jarak bebas bangunan gedung terhadap
utilitas kota
· Minimal = 3m.
Arsitektur Bangunan
a. Kebutuhan jumlah minimal ruang untuk satu
bangunan rumah tinggal dan bangunan
gedung.
· Rumah tinggal:
· 1 ruang privat (kamar tidur).
· 1 ruang serbaguna (ruang tamu, ruang
keluarga, ruang makan), dimana ruang ini
sifatnya fleksibel dalam arti dapat dipakai
untuk berbagai kegiatan tanpa harus
mengubah-ubah penataan perabot di
dalamnya. Pengaturan ruang, lebih ter-
gantung dengan kebutuhan mengingat
arsitektur rumah Aceh sangat memper-
hatikan privasi untuk golongan tertentu
(misalnya kaum wanita, pasangan
pengantin baru) berdasarkan kaidah
Islam.
· 1 ruang servis (WC/KM).
· Non-rumah tinggal:
· Standar jumlah ruang pada bangunan
gedung sangat tergantung pada fungsi
bangunan. Standar untuk setiap fungsi
bangunan telah ditetapkan diberbagai
dokumen.
· Bangunan gedung harus dirancang
dengan memperhatikan bentuk dan
karakteristik arsitektur lingkungan yang
ada di sekitarnya.
· Rancangan ruang harus memperhatikan
kebutuhan dan hirarki berdasarkan fungsi
bangunan.
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b. Kebutuhan jumlah minimal pengembangan
ruang untuk satu bangunan rumah tinggal dan
bangunan gedung.
· Rumah tinggal:
· 1 ruang privat (kamar tidur).
· 1 ruang serbaguna (penegasan batas
ruang keluarga, ruang makan).
· 1 ruang servis (WC/KM).
· Non-rumah tinggal:
· Bangunan atau bagian bangunan yang
mengalami perubahan, perluasan,
penambahan, tidak boleh menyebabkan
berubahnya fungsi / penggunaan utama,
karakter arsitektur bangunan dan bagian-
bagian bangunan serta tidak boleh
mengurangi atau mengganggu fungsi
sarana jalan keluar / masuk.
· Perubahan fungsi dan penggunaan ruang
suatu bangunan atau bagian bangunan
dapat diizinkan apabila masih memenuhi
ketentuan penggunaan jenis bangunan dan
dapat menjamin keamanan dan kese-
lamatan bangunan serta penghuninya.
· Ruang penunjang dapat ditambahkan
dengan tujuan memenuhi kebutuhan
kegiatan bangunan, sepanjang tidak
menyimpang dari penggunaan utama
bangunan.
· Jenis dan jumlah kebutuhan fasilitas
penunjang yang harus disediakan pada
setiap penggunaan jenis bangunan
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
· Tata ruang dalam untuk bangunan tempat
ibadah, bangunan monumental, gedung
serbaguna, gedung pertemuan, gedung
pertunjukan, gedung sekolah, gedung
olahraga, serta gedung sejenis lainnya
diatur secara khusus.
· Bangunan kantor sekurang-kurangnya
memiliki ruang-ruang fungsi utama yang
mewadahi kegiatan kerja, ruang umum,
dan ruang pelayanan.
· Bangunan toko sekurang-kurangnya
memiliki ruang-ruang fungsi utama yang
mewadahi kegiatan toko, kegiatan umum,
dan pelayanan.
· Suatu bangunan gudang, sekurang-
kurangnya harus dilengkapi dengan
fasilitas kamar mandi dan kakus, serta
ruang kebutuhan karyawan.
· Suatu bangunan pabrik, sekurang-kurang-
nya harus dilengkapi dengn fasilitas kamar
mandi dan kakus, ruang ganti pakaian
karyawan, ruang makan, ruang istirahat,
serta ruang pelayanan kesehatan yang
memadai.
· Penempatan fasilitas umum kamar mandi
dan kakus untuk pria dan wanita harus
terpisah.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Fungsi-fungsi ruang terbuka hijau (RTH)
dalam satu lingkungan permukiman /
gampong.
· Lokasi penanaman vegetasi penyangga
untuk kepentingan ekologis, ekonomi
maupun estetika.
· Kawasan permukiman perlu menye-
diakan RTH berupa taman lingkungan,
pekarangan, hutan produksi, ruang
budidaya.
b. Jenis-jenis ruang terbuka hijau yang perlu
disediakan dalam satu lingkungan permu-
kiman / gampong.
· Pekarangan, taman permukiman terbatas,
tambak.
· Tanaman pohon kelapa, pinang dan
lainnya yang mempunyai karakter sama,
pada pekarangan merupakan tanaman
penyelamat terhadap bencana.
c. Luas maksimal dan minimal ruang terbuka
hijau.
· Pada setiap persil bangunan rumah pada
satu luasan permukiman / gampong.
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· Dikelilingi ruang terbuka budidaya
pertam-bakan / pertanian.
· Taman dibuat pada setiap satu lingkungan
lorong.
· Bangunan non-rumah tinggal harus
memiliki Koefisien Daerah Hijau minimal
30 %.
Sirkulasi, Pertandaan, dan Pencahayaan
Ruang Luar Bangunan
a. Lokasi pintu masuk-keluar bangunan ke
lingkungan.
· Terdapat sekurangnya 2 pintu keluar-
masuk pada satu bangunan.
· Akses pintu masuk dan keluar bangunan
mudah dicapai dan berada di dua sisi
bangunan yang berbeda.
b. Lokasi pintu masuk-keluar dari lingkungan
ke kawasan.
· Terdapat sekurangnya 2 jalan keluar-
masuk lingkungan ke arah zona ling-
kungan tetangganya.
· Lokasi mudah dicapai dari semua ling-
kungan.
c. Pola sirkulasi jalan.
· Berbentuk pita, dari jalan lingkungan
terhubung langsung ke jalan lokal, kolek-
tor, dan/atau primer ke arah dataran lebih
tinggi.
· Pola cluster dan cul-de-sac terhubung
dengan jalan penyelamatan (utama ling-
kungan, kolektor, lokal) ke arah dataran
lebih tinggi.
d. Fasilitas parkir.
· Tidak menggunakan badan jalan dan
pedestrian pejalan kaki.
· Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas
lingkungan.
· Bangunan non-rumah tinggal wajib
menyediakan area parkir kendaraan yang
proporsional terhadap luas lantai bangu-
nan (sesuai standar teknis parkir yang ber-
laku).
e. Pemisahan jalan.
· Jalur kendaraaan harus terpisah dengan
jalur pedestrian pejalan kaki.
· Jalur kendaraan harus dilengkapi dengan
jalur hijau:
o Jalan masuk utama lingkungan ken-
daraan dua arah dipisahkan dengan
median jalur hijau.
o Jalan gang/lingkungan dilengkapi jalur
hijau pada sisi kiri dan kanan bahu
jalan.
f. Perletakan sarana keamanan dan keselama-
tan lingkungan.
· Terutama pada bagian pintu masuk-keluar
lingkungan.
g. Perletakan tanda dan rambu lalu lintas dan
rambu keselamatan.
· Pada titik bebas pandang sebelum masuk
daerah peringatan.
· Sesuai dengan KEPMEN PU No.441/
KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung Bab III Arsitektur dan
Lingkungan (p.30).
h. Perletakan pencahayaan buatan.
· Sempadan jalan:
o Setiap jarak < 50 meter.
o Memperhatikan karakter lingkungan,
fungsi, dan arsitektur bangunan dan
estetika amenity.
o Memberikan penerangan pada seluruh
badan dan sempadan jalan dengan baik
dan memperhatikan aspek operasi dan
pemeliharaan.
· RTH:
o Sesuai dengan KEPMEN PU No.441/
KPTS/1998 tentang Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung Bab III
Arsitektur dan Lingkungan (p.30).
o Setiap jarak < 50 meter, sesuai
kebutuhan standar jenis RTH.
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· Sarana umum lainnya:
o Sesuai dengan KEPMEN PU No.441/
KPTS/1998 tentang Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung Bab III
Arsitektur dan Lingkungan (p.30).
Pengelolaan Dampak Lingkungan
1. Dampak Penting
a. Setiap kegiatan dalam pembangunan
permukiman yang diperkirakan menimbul-
kan dampak besar dan penting harus
dilengkapi dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL).
b. Kewajiban mengadakan kajian AMDAL
tergantung masing-masing tipologi kota.
c. Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau
lingkungannya yang menimbulkan dampak
tidak penting terhadap lingkungan, atau
secara teknologi sudah dapat dikelola
dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi
dengan AMDAL, tetapi diharuskan me-
lakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingk-
ungan (UPL) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup.
d. Kegiatan yang diperkirakan mempunyai
dampak besar dan penting terhadap
lingkungan adalah bila rencana kegiatan
tersebut akan berpengaruh pada:
· Jumlah manusia terkena dampak.
· Luas wilayah persebaran dampak.
· Intensitas dan lamanya dampak
berlangsung.
· Banyak komponen lingkungan lainnya
yang terkena dampak.
· Sifat kumulatif dampak.
· Berbalik (reversible) atau tidak
berbaliknya (irreversible) dampak.
2. Ketentuan UPL dan UKL.
a. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan adalah
upaya yang dilakukan dalam pengelolaan
dan pemantauan lingkungan oleh penang-
gung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
tidak wajib melakukan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
berdasarkan Keputu-san Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002.
b. Dalam UKL dan UPL harus diuraikan
informasi mengenai:
· Identitas pemrakarsa rencana usaha
atau kegiatan.
· Rencana usaha atau kegiatan.
· Dampak lingkungan yang akan
terjadi.
· Program pengelolaan dan pemantauan
lingkungan.
· Tanda tangan atau cap usaha dari
penanggung jawab usaha atau kegia-
tan.
3. Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak
Lingkungan
a. Persyaratan bangunan
(a).Untuk mendirikan bangunan yang
menurut fungsinya menggunakan,
menyimpan, memproduksi, mengolah
bahan mudah terbakar dan mudah
meledak, korosif,  toksik (beracun),
reaktif, infeksius, dan radioaktif, dapat
diberikan izin apabila:
· Merupakan daerah bebas banjir, dan
· Jarak antara lokasi pengolahan dan
lokasi fasilitas umum minimal 50
meter.
· Pada jarak paling dekat 150 meter dari
jalan utama / jalan tol dan 50 meter
untuk jalan lainnya.
· Pada jarak paling dekat 300 meter dari
daerah permukiman, perdagangan,
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rumah sakit, pelayanan kesehatan
atau kegiatan sosial, hotel, restoran,
fasilitas keagamaan dan pendidikan.
· Pada jarak paling dekat 300 meter dari
garis pasang naik laut, sungai, daerah
pasang surut, kolam, danau, rawa,
mata air, dan sumur penduduk.
· Pada jarak paling dekat 300 meter dari
daerah yang dilindungi (cagar alam,
hutan lindung, dan lain-lainnya).
(b).Pada bangunan yang menggunakan kaca
pantul pada tampak bangunan, sinar yang
dipantulkan tidak boleh melebihi 24 % dan
memperhatikan tata letak serta orientasi
bangunan terhadap matahari.
(c).Bangunan yang menurut fungsinya
memerlukan pasokan air bersih dengan
debit > 5 L/detik atau 500 m3/hari dan
akan mengambil sumber air tanah dangkal
dan/atau air tanah dalam (deepwell) harus
mendapatkan izin dinas terkait yang
bertanggungjawab serta menggunakan
hanya untuk keperluan darurat atau
alternatif dari sumber utama PDAM.
(d).Guna mengurangi limpasan air, maka
setiap tapak bangunan gedung harus
dilengkapi dengan saluran drainase tersier
dan sekunder yang akan dihubungkan
dengan saluran drainase primer untuk
dibuang ke badan air.
(e). Jika muka air tanah rendah maka dapat
digunakan sumur resapan yang berfungsi
untuk menampung limpasan air hujan guna
menambah cadangan air yang ada.
b. Persyaratan pelaksanaan konstruksi.
(a).Apabila bangunan yang menurut fung-
sinya akan membangkitkan LHR > 60
SMP per 1000 feet2 luas lantai, maka ren-
cana teknis sistem jalan akses keluar
masuk bangunan gedung harus mendapat
izin dari dinas teknis yang berwenang.
(b).Setiap kegiatan konstruksi yang menim-
bulkan genangan baru sekitar tapak
bangunan harus dilengkapi dengan saluran
drainase yang nantinya dapat dibuat
permanen dan menjadi bagian sistem
drainase yang ada.
(c).Setiap kegiatan pelaksanaan konstruksi
yang dapat menimbulkan gangguan
terhadap lalu lintas umum harus dilengkapi
dengan rambu-rambu lalu lintas yang
dioperasikan dan dikendalikan oleh tim
pengatur lampu lalu lintas.
(d).Penggunaan hammer pile untuk peman-
cangan pondasi hanya diizinkan bila tidak
ada bangunan rumah yang rawan retak
dan tidak menimbulkan kebisingan yang
mengganggu masyarakat sekitar.
(e).Penggunaan peralatan konstruksi yang
diperkirakan menimbulkan keretakan
bangunan sekelilingnya harus dilengkapi
kolam peredam getaran.
(f).Setiap kegiatan pengeringan (dewate-
ring) yang menimbulkan kekeringan
sumur penduduk harus memperhitungkan
pemberian kompensasi berupa penye-
diaan air bersih kepada masyarakat
selama pelaksanaan kegiatan, atau sampai
sumur penduduk pulih seperti semula.
(g).Kegiatan konstruksi yang berpotensi
menghasilkan debu harus melakukan
penyiraman pada waktu tertentu untuk
menghindari penyebaran debu yang
dihasilkan dari kegiatan tersebut.
c. Pembuangan limbah cair dan padat.
(a).Setiap bangunan yang menghasilkan
limbah cair dan padat atau buangan lain-
nya yang dapat menimbulkan pencemaran
air dan tanah harus dilengkapi sarana
pengumpulan dan pengolahan limbah
sebelum dibuang ke tempat pembuangan
yang diizinkan dan/atau ditetapkan oleh
instansi berwenang.
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(b).Saran pengumpulan dan pengolahan air
limbah harus dipelihara secara berkala
untuk menjamin kualitas effluent yang
memenuhi standar baku mutu limbah cair.
(c).Sampah:
· Harus dipisahkan antara sampah
kering dan sampah basah.
· Pengangkutan sampah basah dilaku-
kan berdasarkan jenisnya.
d. Pengelolaan daerah bencana
(a).Suatu daerah dapat ditetapkan sebagai
daerah bencana, daerah banjir, dan
sejenisnya.
(b).Pada daerah bencana sebagaimana
dimaksud butir (a) dapat ditetapkan
larangan membangun atau menetapkan
tata cara dan persyaratan khusus di dalam
membangun, dengan memperhatikan
keamanan, keselamatan, dan kesehatan
lingkungan.
(c).Lingkungan bangunan yang mengalami
kebakaran dapat ditetapkan sebagai dae-
rah tertutup dalam jangka waktu tertentu,
dibatasi, atau dilarang membangun
bangunan.
(d).Bangunan-bangunan pada lingkungan
bangunan yang mengalami bencana,
dengan memperhatikan keamanan, kese-
lamatan, dan kesehatan, dapat diperke-
nankan mengadakan perbaikan darurat,
bagi bangunan yang rusak atau mem-
bangun bangunan sementara untuk
kebutuhan darurat dalam batas waktu
penggunaan tertentu dan dapat dibebas-
kan dari izin.
(e).Daerah sebagaimana dimaksud pada
butir (a) dapat ditetapkan sebagai daerah
peremajaan kota.
2. PERSYARATAN TEKNIS KEAN-
DALAN BANGUNAN GEDUNG.
Persyaratan Perencanaan Struktur
Struktur rumah tinggal direncanakan
sedemikian rupa sehingga memenuhi persyara-
tan keselamatan (safety), kelayanan (service-
ability), keandalan (durability), ketahanan
terhadap kebakaran (fire resistance)
Struktur bangunan direncanakan dan dilak-
sanakan sedemikian rupa sehingga bila kondisi
beban rencana maksimum tercapai, keruntuhan
yang terjadi masih memberikan keselamatan
penghuni dan harta benda yang ada dalam
rumah. Untuk hal tersebut elemen-elemen
struktur bangunan direncanakan mempunyai
kekenyalan (ductility) yang memadai untuk
menjamin tercapainya pola keruntuhan yang
diharapkan.
Struktur bangunan direncanakan mampu
memikul semua beban dan pengaruh luar yang
mungkin terjadi selama kurun waktu layan
struktur, termasuk kombinasi pembebanan kritis
diantaranya : beban gempa sesuai zona gempa
dan beban lainnya yang dapat terjadi pada
struktur.
Semua persyaratan struktur menggunakan
Standar Nasional Indonesia atau Standar Baku
dan Ketentuan Teknis yang Berlaku.
Struktur bangunan yang tidak rusak total,
sebelum diperbaiki agar diperiksa mengikuti
Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kean-
dalan Bangunan.
Zona
Penentuan letak suatu daerah (zona)
ditentukan berdasarkan pertimbangan yaitu :
a. Elevasi (H) muka tanah terhadap +0,00
m Low Water Springs (LWS) / surut
terendah yang terdiri dari:
· H d” 5 m LWS
· 5 < H < 15 m LWS
· H e” 15 m LWS
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b. Jarak (D) dari garis pantai (batas air laut
dan daratan pada saat +0,00 m LWS)
yang terdiri dari:
· D d” 5 km
· 5 < D < 20 km
· D e” 20 km
c. Peta zona gempa Indonesia berdasarkan
persamaan rayapan gelombang gempa
Fukushima dan Tanaka (1990) terdiri dari:
· Zona A ( koefisien zona gempa 0,00 –
0,30 )
· Zona B ( koefisien zona gempa 0,30
– 0,60 )
· Zona C ( koefisien zona gempa 0,60
– 0,90 )
· Zona D ( koefisien zona gempa 0,90
– 1,20 )
· Zona E ( koefisien zona gempa 1,20 –
1,40 )
· Zona F ( koefisien zona gempa 1,40 –
1,60 )
d. Peta zona tsunami Indonesia berdasarkan
periode ulang T = 100 tahun, persamaan
tinggi rayapan Abe (1995) terdiri dari:
· Zona 0, tinggi rayapan tsunami < 1 m,
daya rusak tsunami tidak ada.
· Zona 1, tinggi rayapan tsunami 1-2 m,
daya rusak tsunami kecil.
· Zona 2, tinggi rayapan tsunami 2-4 m,
daya rusak tsunami sedang.
· Zona 3, tinggi rayapan tsunami 4-6 m,
daya rusak tsunami besar.
· Zona 4, tinggi rayapan tsunami 6-10
m, daya rusak tsunami sangat besar.
Persyaratan Bahan
Bahan struktur yang digunakan diusahakan
semaksimal mungkin menggunakan dan menye-
suaikan bahan baku dengan kandungan lokal dan
sudah memenuhi semua persyaratan keamanan,
keserasian, keselamatan dan keawetan bangu-
nan, kemudahan perawatan, kesela-matan
lingkungan dan pengguna bangunan, serta sesuai
SNI terkait. Bilamana bahan struktur belum
memiliki SNI, maka dianjurkan memenuhi
Standar Baku dan Ketentuan Teknis yang
Berlaku.
Bahan yang dicampur di lapangan diproses
sesuai dengan standar tata cara baku untuk
keperluan yang dimaksud dan bahan prefabrikasi
dirancang sehingga memenuhi persyaratan
struktur yang ditetapkan.
Persyaratan Teknis Perencanaan berdasar-
kan Tipe Bangunan
Persyaratan teknis perencanaan berdasarkan
tipe bangunan terdiri dari bangunan rumah tinggal
(non engineering building structures) dan
bangunan gedung (engineering building
structures).
Persyaratan detail struktur bangunan rumah
tinggal tahan gempa (non engineering building
structures) di provinsi NAD adalah:
a. Jumlah lantai maksimum satu dengan
jarak kolom yang tidak terlalu besar.
b. Idealnya berupa rumah panggung dengan
h d” 0,3 m (untuk zona E dan zona F), h
d” 0,6 m (untuk zona C dan zona D), h <
1 m (untuk zona A dan zona B), dan rumah
bukan panggung yang berdiri di atas tanah
stabil dan mempunyai daya dukung
memadai.
c. Denah bangunan sebaiknya simetris dan
sederhana.
d. Penempatan dinding sekat dan lubang
pintu-jendela diusahakan simetris terhadap
sumbu bangunan
e. Dinding  luar dan dinding dalam dapat me-
makai bahan pengisi, mulai dari yang
masif seperti batubata, batako, sampai
bahan yang ringan seperti papan kayu,
sesek bambu, fibercement, dan bidang
dinding sebaiknya membentuk kotak
tertutup.
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f. Struktur atap memakai sistem rangka
dengan bahan utama kayu dan penutup
atap seng gelombang, atau bahan lain
yang sejenis seperti metal sheet, folding
plat, dan sejenisnya.
g. Dipasang kolom pengaku setiap luasan 6
m2 (untuk zona E dan zona F), 9 m2 (untuk
zona C dan zona D), 12 m2 (untuk zona A
dan zona B).
h. Lubang / bukaan pada dinding diberi
sistem perkuatan horizontal berupa balok
lintel / balok latai yang terikat kaku antara
kolom.
i. Struktur pondasi dapat berupa plat beton
setempat atau menerus, pondasi batu
keras, kombinasi dengan bored pile dibuat
mengelilingi  bangunan dan diberi balok
pengikat / sloof di atasnya.
j. Kerangka bangunan adalah rangka kayu
(kelas kuat kayu e” klas III) atau rangka
beton (komposisi 1PC : 2 pasir : 3 agregat)
yang diharapkan kaku dan kokoh terikat
dalam suatu rangkaian struktur yang
tahan gempa.
Persyaratan detail struktur bangunan gedung
tahan gempa (engineering building structures)
di provinsi NAD adalah:
a. Jumlah lantai boleh lebih dari satu dengan
jarak kolom yang cukup besar.
b. Bangunan sebaiknya terletak di atas tanah
stabil dan mempunyai daya dukung
memadai.
c. Waktu getar alami fundamental: <0,15 x
jumlah lantai (untuk zona F),  <0,16 x
jumlah lantai (untuk zona E), <0,17 x
jumlah lantai (untuk zona C dan zona D),
<0,15 x jumlah lantai (untuk zona A dan
zona B).
d. Dinding  luar dan dinding dalam dapat
memakai bahan pengisi, mulai dari yang
masif seperti batubata, batako, sampai
bahan yang ringan seperti papan kayu,
sesek bambu, fibercement, dan bidang
dinding sebaiknya membentuk kotak
tertutup.
e. Dipasang kolom pengaku setiap luasan 6
m2 (untuk zona E dan zona F), 9 m2 (untuk
zona C dan zona D), 12 m2 (untuk zona A
dan zona B).
f. Struktur pondasi dapat berupa plat beton
setempat atau menerus, pondasi batu
keras, kombinasi dengan bored pile dibuat
mengelilingi  bangunan dan diberi balok
pengikat / sloof di atasnya.
g. Kerangka bangunan adalah rangka beton
(mutu beton > 20 MPa) atau rangka baja
(mutu baja e” 360 MPa) yang diharapkan
kaku dan kokoh terikat dalam suatu
rangkaian struktur yang tahan gempa.
ANALISIS DATA
Daerah yang ditinjau adalah Kabupaten
Bireun yang masuk zona II untuk tingkat
kerusakan yang terjadi akibat bencana gempa
bumi dan gelombang tsunami di provinsi NAD.
Dan provinsi NAD berada di Zona A-B ber-
dasarkan Peta Zona Gempa Indonesia dan zona
4 berdasarkan Peta Zona Tsunami Indonesia.
Kabupaten Bireun ada di urutan ke-3 jumlah
penduduk terbesar di provinsi NAD berdasarkan
sumber harian Kompas 29-30 Desember 2004
yang terdiri dari beberapa kecamatan dengan
kondisi selengkapnya seperti uraian berikut ini.
Kecamatan Samalaga
Kecamatan ini meliputi 3 desa yaitu :
Desa Gampoeng Baroe, 40 % penduduknya
mengungsi di tenda darurat kompleks Meunasah
Gampoeng Baroe dan 60 % penduduknya
mengungsi di rumah kerabat dan rumah sendiri
yang masih layak huni. Desa ini berjarak 2 km
dari pantai dan 10 km dari jalan raya Medan-
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Banda Aceh. Mata pencaharian sebagian besar
penduduknya adalah nelayan. Saat bencana
terjadi, 52 unit rumah hancur total dan 56 unit
rumah rusak parah dan rusak ringan.
Desa Pineung Siribee, penduduknya
mengungsi di lapangan Bate Iliek saat terjadi
bencana dan satu bulan kemudian mereka
kembali ke desanya, sampai saat ini tinggal di
tenda darurat kompleks Meunasah karena barak
yang dibangun baru 50 % siap huni dengan jumlah
kamar tersedia 120 unit : 118 unit untuk penduduk,
1 unit untuk kepala desa, dan 1 unit untuk posko
bantuan. Saat bencana terjadi, 125 unit rumah
hancur total, 35 unit rumah rusak parah dan rusak
ringan, 13 orang meninggal dunia.
Desa Keudee Aceh, saat bencana terjadi, 80
unit rumah hancur total, 25 unit rumah rusak
parah dan rusak ringan, 9 orang meninggal dunia.
Kecamatan Plimbang
Kecamatan ini meliputi desa Sunubok
Plimbang yang saat bencana terjadi 37 unit
rumah hancur total.
Kecamatan Jeumpa
Kecamatan ini kehilangan seluruh unit
rumahnya.
Kecamatan Jangka
Penduduk kecamatan ini mengungsi di Masjid
Bugak Puniot di samping jalan raya Jangka-
Peusangan.
Kecamatan Simpang Mamplam
Kecamatan ini meliputi :
Kemukiman Tambu, penduduknya mengungsi
di Mesjid Makam Syuhada dan barak permanen
yang berlokasi di daerah Perbukitan Cot
Geulungku. Mukim terdiri dari beberapa desa,
desa Keude Tambu, desa Cureh Tunong, desa
Cureh Baroh, desa Peunulet Baroh, desa Ulee
Kareung, desa Alue Leuhop.
Desa Calok, penduduknya mengungsi di  Cot
Batee Gungku kecamatan Pandrah. Saat
bencana terjadi, 80 % unit rumah hancur total
dan 20 % unit rumah rusak ringan.
Kecamatan Jeunib
Kecamatan ini meliputi : desa Lancang dan
desa Blang Lancang. Semua penduduknya
mengungsi di barak pengungsian.
Kecamatan Peudada
Kecamatan ini meliputi desa Matang Pasi
yang kehilangan seluruh unit rumahnya.
Kecamatan Kuala
Kecamatan ini meliputi desa Krueng Juli
Barat, desa Krueng Juli Timur, desa Kuala Raja,
dan desa Ujong Blang Masjid. Penduduk desa-
desa ini menempati barak di Cot Uno.
Kecamatan Gandapura
Kecamatan ini meliputi 4 desa yaitu :
Desa Ierhop yang saat bencana terjadi
seluruh rumah hancur total, lahan tambak
tertimbun lumpur dan tanah dan belum diperbaiki.
Desa Alue Mangki yang saat bencana terjadi
5 unit rumah hancur total.
Desa Lingka Kuta yang saat bencana terjadi
20 unit rumah semi permanen dan 8 unit rumah
panggung hancur total. Tanggul pembatas laut
dan tambak dengan tinggi 4 meter hancur dan
menjadi laut.
Desa Lapang Barat yang saat bencana
terjadi 2 unit rumah semi permanen dan 8 rumah
panggung hancur total.
Adapun total jumlah pengungsi kabupaten
Bireun adalah tersebut dalam tabel berikut ini.
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Hampir seluruh wilayah penelitian, penduduk
ingin kembali ke desa asal, namun rumah tinggal
mereka hancur total, rusak parah, atau trauma
dengan bencana tsunami. Kehidupan dalam
barak kurang nyaman karena tak bisa men-
No Kecamatan Desa KK Jiwa 
1 Samalanga Panthe Reng 197 969 
  Tanjong Baroe 162 726 
  Tanjong Idem 55 269 
  Lancok 28 121 
  Mns Lincah 54 241 
  Pineung Ribee 129 487 
  Angkieng Barat 87 339 
  Gampoeng Baroe 82 534 
  Matang Teungoh 149 665 
  Puuk 55 220 
  Meuliek 146 668 
  Keudee Aceh 210 998 
  Sangso 233 1026 
  Kandang 135 673 
  Namploh Manyang 39 193 
  Ulee Ue 49 245 
  Namploh Baroe 75 375 
2 Simpang Mamplam Cureh Baroh 123 549 
  Cureh Tunong 216 984 
  Peunulet Baroh 103 474 
  Calok 128 630 
  Mns Asan 15 62 
  Ulee Kareung 93 451 
  Rhuem Barat 127 596 
  Bale 9 48 
No Kecamatan Desa KK Jiwa 
  Rhuem Baroh 190 699 
  Alue Leuhop 23 94 
  Blang Panyang  187 935 
  Blang Kuta 229 1137 
  Keude Tambu 77 375 
  Arongan 213 1056 
  Lancang 72 330 
  Blang Tumulek 110 549 
  Ceirucok 10 52 
  Rheum Timu 101 505 
  Blang Kut Coh 47 236 
3 Pandrah Lancok Ulim 42 196 
  Nase Mee 20 98 
4 Jeunib Matang Bangka 128 327 
  Blang Me Barat 57 285 
  Blang Lancang 265 1258 
  Matang Teugoh 59 269 
  Matang Nibong 21 103 
  Teupin Kupula 114 530 
  Lancang 135 552 
  Blang Me Timu 11 51 
5 Plimbang Krueng Baro 51 256 
  Sunubok Plimbang 169 794 
  Sunubok Suemawe 133 649 
  Padang Ksab 42 200 
6 Peudada Gampong Baro 76 362 
  Matang Pasi 75 320 
  Sawang 34 172 
  Mns Kukue 85 406 
  Mns Blang 108 533 
Tabel 1. Jumlah Pengungsi Kabupaten Bireun
jalankan kehidupan sebenarnya dan jauh dari
mata pencaharian mereka sebelumnya.
Selain itu status tanah yang belum berser-
tifikat atau sertifikat tanah yang hilang akibat
bencana,  mempersulit ahli waris untuk meng-
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ambil tanahnya kembali sampai sertifikat
tersebut selesai dibuat oleh Pemerintah Daerah
yang tidak mensosialisasikan cara membuat
sertifikat tanah tersebut.
Beberapa penduduk telah kembali ke rumah
dan memperbaikinya sendiri seperti kecamatan
Peudada. Realisasi rehabilitasi perumahan
sangatlah lamban, walaupun ada yang sudah
dilaksanakan oleh LSM asing di desa Ierhop
kecamatan Gandapura namun jauh dari sem-
purna karena belum tersedianya penerangan
dalam rumah dan jalan-jalan sekitar, perleng-
kapan ruang tidur, dapur, MCK, air bersih.
Kegiatan rekonstruksi adalah kelanjutan dari
kegiatan rehabilitasi, dimana yang dibutuhkan
untuk rekonstruksi perumahan mencapai satu
trilyun rupiah yang didistribusikan untuk
pembangunan rumah baru 18.032 unit, perbaikan
rumah 31.168 unit, dan pembangunan prasarana
dasar dan meusanah.
Penanganan masalah perumahan pasca
bencana tidak hanya aspek fisik saja, namun ber-
kaitan dengan aspek kecepatan pembangunan,
pembiayaan, pilihan (preferensi) masyarakat.
Pada tahap persiapan pembangunan perlu
dilakukan verifikasi kepemilikan dan pena-
tagunaan lahan serta pemberdayaan masyarakat
sehingga memenuhi semua aspek yang telah
ditentukan dalam building code yang berlaku.
Biaya pembangunan satu unit rumah T-36
diperkirakan Rp.28,8 juta berdasarkan standar
teknis Kepmen Kimpraswil No.403 tahun
2002. Sedangkan biaya perbaikan satu unit
rumah dengan kerusakan 30-50 % diperkirakan
Rp.10 juta termasuk perkuatan struktur rumah
tersebut sehingga menjadi rumah tahan gempa.
Pada dasarnya desain rumah adalah hasil
urun rembug warga desa atau kelurahan dibantu
tenaga ahli pendamping sebagai fasilitator dan
disajikan dalam tampilan prototipe lengkap
dengan rincian biayanya seperti berikut ini.
Denah  Tampak muka
Gambar 1. Prototype Desain Rumah T-36
Dari perhitungan di atas didapat rencana
anggaran biaya rumah T-36 adalah
Rp.27.695.000,-/unit. Maka pembangunan
rumah T-36 ini memenuhi syarat finansial harga
rumah tipe 36 yang ditetapkan Rp.28.800.000,-
berdasarkan Kepmen Kimpraswil No.403
tahun 2002.
Pelaksanaan pembangunan rumah ini dapat
dilakukan dengan beberapa pilihan sebagai
berikut :
· Penduduk membentuk Organisasi Masya-
rakat Setempat (OMS) atau Community
Based Organization (CBO), untuk mela-
kukan identifikasi, pendataan (Community
Mapping), penilaian, dan perencanaan
kegiatan (Community Action Plan)
· Pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat
sendiri dibantu fasilitator dan tenaga ahli
sebagai supervisor.
· Pelaksanaan dilakukan oleh kontraktor
berdasarkan kesepakatan masyarakat
diawasi konsultan ahli dan konsultan
supervisi.
· Bantuan pembangunan rumah dapat berupa
pembangunan struktur bangunan tanpa
pekerjaan pasangan dinding, pintu & jendela
yang diserahkan ke pemilik rumah.
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Parameter usulan bangunan ditinjau dari segi




Luas hunian per orang = 36 : 4 = 9 m2 per
orang, luas tanah = (10 x 10) m2, KDB = 36:













I. Pek. Pondasi      
1 Bouwplank 30 m 12.365 370.950  
2 Pondasi Lajur      
 Galian tanah 28,6 m3 11.640 332.940  
 Timbunan tanah 13 m3 5.579 72.527  
 Urugan tanah 0,78 m3 103.745 80.921  
3 Sloof Beton      
 Bekisting 10,4 m2 89.910 935.064  
 Besi tulangan 75,62 kg 12.002 907.591  
 Beton K225 0,78 m3 493.880 385.226  
 Subtotal     3.085.219
II. Struktur Atas      
1 Kolom Praktis      
 Bekisting 28 m2 89.910 2.517.480  
 Besi tulangan 39,34 kg 12.002 472.159 













2 Ring Balk     
 Bekisting 10,4 m2 89.910 935.064 
 Besi tulangan 75,62 kg 12.002 907.592 
 Beton K225 0,78 m3 493.880 385.226 
 Subtotal     5.770.667
III. Pek. Pasangan      
1 Dinding bata 81,08 m2 63.580 5.155.066 
 Plesteran 49,28 m2 7.336 361.518 
 Acian 49,28 m2 3.989 196.578 
2 Lantai     
 Screeding 36 m2 9.282 334.152 
 Finishing lantai 36 m2 3.989 143.604 
 Subtotal     6.190.918
IV. Pek. Kayu      
1 Pintu & Jendela      
 Daun jendela 2 bh 219.368 438.736  
 Pintu tipe P1 1 bh 233.689 233.689  
 Pintu tipe P2 3 bh 246.533 739.599  
2 Atap      
 Kuda-kuda 0,59 m3 3.499.440 2.064.670  
 Gording 0,29 m3 2.819.320 817.603  
 Rangka atap 62,26 m2 40.925 2.547.990  
 Asbes 62,26 m2 46.130 2.827.054  
3 Konsol      
 Konsol jendela 3,6 m2 405.040 1.458.144 
 Subtotal     11.172.485
V. Pek. Lain-lain     
1 Sanitasi     
 Pemasangan kloset 1 bh 101.000 101.000 
 Pemasangan keran 2 bh 15.000 30.000 
2 Instalasi Listrik     
 Titik lampu 3 bh 75.000 225.000 
 Stop kontak 2 bh 10.000 20.000 
 Penyambungan 1 ls 1.100.000 1.100.000 
 Subtotal     1.476.000
      
 TOTAL     27.695.289
 
Tabel 2. Rencana Anggaran Biaya Rumah T-36
Faktor arsitektur
Jumlah ruang yang dibangun adalah tiga buah
terdiri dari ruang tidur yang berdampingan
dengan ruang serbaguna, ruang tamu. Rumah
ini kelak dapat dikembangkan sesuai kebutuhan
pemilik karena masih tersedia lahan di belakang
rumah yang ada.
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Faktor sirkulasi
Pada rumah tipe 36 ini dibuat 2 pintu utama
yang terletak di muka dan belakang rumah
dengan jarak sedang untuk memudahkan akses
penghuni.
Faktor kesehatan
Penempatan lubang ventilasi alami diletakkan
menyatu dengan kusen pintu dan jendela,
sehingga fasilitas ventilasi mendukung kesehatan
penghuni. Setiap ruang mempunyai satu jendela
dan ventilasi di atasnya. Luas daun jendela
disesuaikan dengan luas ruang sehingga cahaya
matahari dapat menerangi ruang dalam rumah
pada siang hari tanpa bantuan penerangan listrik.
Segi Bangunan Pendukung
Faktor pola sirkulasi jalan
Jaringan jalan utama di luar kompleks adalah
jalan kolektor tipe cluster yang dapat dilalui
kendaraan dua arah. Pola jaringan jalan dalam
kompleks menghubungkan pusat blok dengan
pusat blok, menghubungkan rumah dengan
rumah dalam blok, dan terdapat satu akses
keluar masuk gerbang utama kompleks dengan
jalan utama.
Faktor pemisahan jalan
Trotoar dibangun di sepanjang jaringan jalan
dalam kompleks untuk pejalan kaki.
Pada jalur utama sementara dibangun jalur
hijau yang terdiri pepohonan karena dana yang
terbatas dan belum merupakan kebutuhan
mendesak sehubungan dengan lalu lintas yang
masih jarang. Akan tetapi lahan median jalan
sudah disiapkan untuk dibangun selanjutnya.
Faktor fasilitas parkir
Area parkir dibuat pada bangunan non rumah
tinggal dan bangunan di pusat blok perumahan
yang menjadi sarana umum pelayanan keseha-
tan dan kegiatan ekonomi. Setiap blok peruma-
han disediakan lahan parkir bersama untuk 8
buah kendaraan roda 4 dengan tujuan agar
penataan letak rumah menjadi lebih baik dan
teratur.
Faktor pencahayaan buatan
Untuk tahap pertama ini, belum disediakan




perumahan sarana AMDAL dibuat sesuai
dengan persyaratan teknis.
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KESIMPULAN
1. Usulan rehabilitasi dan rekonstruksi
perumahan dan permukiman Kabupaten
Bireun sudah memenuhi persyaratan
building code yang berlaku di provinsi NAD.
2. Rumah tipe 36 adalah pilihan yang tepat untuk
penduduk yang kehilangan rumah tinggalnya
akibat bencana alam yang dialami.
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